ABSTRAK
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Publik Pasca Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Perspektif Hukum Positif dan
Figh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten
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Kekosongan jabatan di pemerintahan desa merupakan masalah administratif
yang secara langsung menghambat penyampaian layanan publik yang efektif di
tingkat desa. Fenomena ini terjadi di Desa Beji, Kabupaten Tulungagung,
khususnya pada jabatan Kepala Urusan Perencanaan, yang kosong setelah
meninggalnya pejabat sebelumnya. Kekosongan ini telah menyebabkan
terganggunya proses administrasi, keterlambatan dalam penyampaian layanan,
serta penurunan kualitas koordinasi di antara pejabat pemerintah desa. Meskipun
demikian, pemerintah desa tetap berkewajiban untuk memastikan kelangsungan
layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
prinsip-prinsip figh siyasah, yang mengutamakan kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Beji
dalam mempertahankan dan menyelenggarakan layanan publik pasca kekosongan
jabatan aparatur desa, mengidentifikasi mekanisme pengisian atau penanganan
kekosongan tersebut, serta mengkayji strategi-strategi tersebut dari perspektif hukum
positif dan figh siyasah. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) strategi pemerintah desa
dalam mempertahankan layanan publik setelah terjadinya kekosongan jabatan
aparatur desa, (2) mekanisme pengisian atau penanganan kekosongan tersebut, dan
(3) evaluasi hukum dan figh siyasah terhadap strategi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi dari kepala desa, pejabat desa, serta warga Desa Beji. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan
pada kerangka normatif-hukum dan normatif-keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi Pemerintah Desa Beji dalam
menjaga pelayanan publik dilaksanakan melalui pembagian tugas (menjabat lebih
dari satu jabatan), optimalisasi sumber daya administrasi yang tersedia, dan
pemenuhan prosedur pelayanan sesuai dengan standar operasional, meskipun
belum mencapai tingkat yang optimal. 2) Mekanisme pengisian jabatan pejabat
desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena
keterlambatan proses pengangkatan, yang seharusnya diselesaikan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan. 3) Dari perspektif hukum positif, kondisi-kondisi ini
belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan efektivitas pelayanan
publik; sedangkan dari perspektif figh siyasah, strategi yang diterapkan
mencerminkan prinsip maslahah dan tanggung jawab kepemimpinan, namun tetap
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belum optimal mengingat pengisian jabatan merupakan amanah publik yang harus
segera dipenuhi untuk mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
percepatan proses pengangkatan dan peningkatan komitmen pemerintah desa guna
memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

This undergraduate thesis entitled “Efforts by the Village Government to Provide
Public Services Following Vacancies in Village Officials’ Positions: A Positive
Legal and Figh Siyasah Perspective (A Case Study in Beji Village, Boyolangu
District Tulungagung Regency),” was written by Rafi Fernandha Nugraha, Student
Identification Number 1860103222227, Constitutional Law Program (HTN),
Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University of
Tulungagung, 2026, under the supervision of Indri Hadisiswati, S.H., M.H.
Keywords: public service, vacancy of office, village officials, law, Islamic law.

Vacancies in village government positions are administrative issues that
directly hinder the effective delivery of public services at the village level. This
phenomenon is occurring in Beji Village, Tulungagung Regency, specifically in the
position of Head of Planning, which has been vacant since the death of the previous
official. This vacancy has disrupted administrative processes, caused delays in
service delivery, and reduced the quality of coordination among village government
officials. Nevertheless, the village government remains obligated to ensure the
continuity of public services in accordance with applicable laws and regulations as
well as the principles of Islamic law, which prioritize the public interest.

This study aims to analyze the strategies of the Beji Village Government in
maintaining and delivering public services following the vacancy of a village
official position, identify the mechanisms for filling or addressing such vacancies,
and examine these strategies from the perspectives of positive law and figh siyasah.
The research questions include: (1) the village government’s strategies for
maintaining public services following vacancies in village administrative positions,
(2) the mechanisms for filling or addressing such vacancies, and (3) the legal and
islamic law evaluation of these strategies.

This study employs a qualitative approach using field research methods.
Primary data were collected through interviews, observations, and documentation
from the village head, village officials, and residents of Beji Village. Data analysis
was conducted using a descriptive-analytical approach based on normative-legal
and normative-religious frameworks.

The results of the study indicate that: 1) The Beji Village Government’s
strategy for maintaining public services is implemented through the division of
duties (holding more than one position), the optimization of available
administrative resources, and the fulfillment of service procedures in accordance
with operational standards, although it has not yet reached an optimal level. 2) The
mechanism for filling village official positions is not yet fully in accordance with
laws and regulations due to delays in the appointment process, which should be
completed within the specified timeframe. 3) From a positive law perspective, these
conditions do not yet fully meet the principles of legal certainty and the
effectiveness of public services; whereas from a islamic legal perspective, the
strategies implemented reflect the principles of maslahah and leadership
responsibility, yet they remain suboptimal given that the filling of positions
constitutes a public trust that must be fulfilled immediately to prevent harm.
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Therefore, it is necessary to accelerate the appointment process and enhance the
commitment of the village government to ensure quality and sustainable services.
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